ABSTRAK

Bahwa negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur terkait
dengan perlindungan pekerja migran yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun undang-undang
tersebut telah mengatur perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pekerja
migran secara umum namun pada faktanya kasus-kasus yang sering terjadi
tersebut sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Adapun
permasalahan yang sering dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia
sebagian besar terjadi dikarenakan posisi keperempuanannya. Dikarenakan posisi
keperempuanannya tersebut Pekerja Migran Perempuan Indonesia sering
mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender selama bekerja. Sehingga dari
permasalahan tersebut muncul suatu pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur
secara khusus terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia
serta bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Pekerja
Migran Perempuan Indonesia. Adapun Penelitian ini menggunakan metode
penelitan normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara
deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat celah dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
yang belum mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap
hak-hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia maka dibutuhkan
suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan
perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang meliputi hak
atas reproduksi dan seksual, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas
kehormatan, hak atas sistem pengupahan serta perlindungan serta hak untuk
memperoleh perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum di negara
tujuan.

Kata Kunci: Pekerja Migran Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif
Gender



ABSTRACT

That the Indonesian state already has regulations governing the protection of
migrant workers, namely Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Even though the law has regulated legal
protection regarding the rights of migrant workers in general, in fact these cases
are often experienced by Indonesian Women Migrant Workers. The problems that
are often faced by Indonesian Women Migrant Workers are largely due to the
position of their women. Because of their position as women, Indonesian WWomen
Migrant Workers often experience various forms of gender inequality while
working. So from this problem the question arises whether Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia has
specifically regulated the protection of Indonesian Female Migrant Workers and
what form of protection should be given to Indonesian Female Migrant Workers.
This research uses normative research methods or it can also be called doctrinal
legal research. The technique of collecting legal materials used in this research
uses library research and uses descriptive qualitative legal materials processing
techniques. The results of the research show that there is a loophole in Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
which has not specifically regulated the legal protection of the rights of
Indonesian Women Migrant Workers. In order to provide legal protection for the
rights of Indonesian Women Migrant Workers, laws and regulations are needed
that can guarantee protection for Indonesian Women Migrant Workers which
include reproductive and sexual rights, rights to occupational safety and health,
rights to honor, rights to the remuneration system and protection as well as the
right to obtain protection in facing legal problems in the destination country.
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